LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2016 NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Menimbang

MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

: a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha belum diatur
Retribusi untuk Penerbitan Surat Keterangan
Penempatan I (pertama) Ruko, Kios, dan Los baru
pada Terminal,

. bahwa tarif retribusi terminal sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan
perkembangan keadaan;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;



Mengingat

. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

11.

12.

13.

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

15.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993

18.

19.

20.

21.

22.

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



23.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

24 .Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2008 Nomor 21);

27.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran  Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran  Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Menetapkan

dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 RETRIBUSI JASA
USAHA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2013

-5~



tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor
4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 9) diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Juli 2016

BUPATI MAGELANG,
ttd
ZAENAL ARIFIN
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 13
pada tanggal 25 Juli 2016
PI1t.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
belum mengatur Retribusi untuk Penerbitan Surat Keterangan
Penempatan [ (pertama) Ruko, Kios, Los baru dan Halaman pada
Terminal sehingga dalam pelaksanaan di lapangan Dinas
Perhubungan mengalami  kesulitan yang  mengakibatkan
penempatan pertama Kios/los yang dibangun oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Magelang di Terminal Secang, Tegalrejo dan
Borobudur mengalami penundaan.

Selain itu tarif retribusi terminal sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu
disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.



Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 27



LAMPIRAN
PERATURAN
MAGELANG

DAERAH KABUPATEN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

A. Tarif retribusi untuk kendaraan yang masuk terminal untuk
sekali masuk sebagai berikut:

NO JENIS KENDARAAN TARIF KETERANGAN
(Rp)
1. | Bus AKAP (Bus Malam) 3.000,- | Nomor 7 s/d 11
2. | Bus Besar 2.000,- selain
kendaraan
3. |Bus Sedang 1.500,- angkutan
4. |Bus kecil 1.000,- | penumpang
5 Non Bus dengan kapasitas 8 500,- umum
" |s/d 12 tempat duduk
6. | Taksi 2.000,-
7. | Sepeda motor 1.000,-
8. |Kendaraan bermotor roda 4 2.000,-
9 Kendaraan bermotor roda 10.000,-
" | 6/lebih
Kendaraan Bus 10.000,-
10. | besar/angkutan barang yang
menginap
11. | Bus Pariwisata 20.000,-

B. Tarif retribusi untuk penggunaan Kamar Mandi/WC sebagai

berikut:
NO JENIS KEGIATAN TARIF KETERANGAN
(Rp)
1. | Buang air kecil/besar 1.000,- | Setiap pemakaian
2. | Mandi 2.000,- | Setiap pemakaian

-9.




C. Penggunaan Ruko, Kios, Los dan Halaman:
1. Penggunaan Ruko, Kios, Los dan Halaman dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

NILAI TARIF PENGGUNAAN BAGI
KLASIFIK STRATEG PENEMPAT PERTAMA PADA TARIF PENGGUNAAN PADA TAHUN
NO ASI IS TAHUN PERTAMA BERIKUTNYA
TEMPAT BANGUN Per m? Per m? per tahun
USAHA (Rp)
AN (Rp)
A 1.310.000,00 60.000,00
1. | Ruko B 1.300.000,00 50.000,00
C 1.280.000,00 40.000,00
A 1.300.000,00 50.000,00
2. | Kios B 1.290.000,00 40.000,00
C 1.280.000,00 30.000,00
A 910.000,00 35.000,00
3. | Los B 905.000,00 30.000,00
C 900.000,00 25.000,00
A - 35.000,00
4. | Halaman B - 30.000,00
C - 25.000,00

2. Nilai Strategis Bangunan pada Ruko, Kios, Los dan Halaman sebagaimana dimaksud pada angka 1

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BUPATI MAGELANG,

ttd
ZAENAL ARIFIN




